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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 7  TAHUN 2019
TENTANG

PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

Mengingat

MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- a.bahwa sesuai Pasal 38 huruf c¢ Peraturan Dewan

8 s

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan pembagian
kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;

.bahwa pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada

huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat
Pimpinan Nomor : 02/BA.RAPIM/DPRD/X/2009 tanggal

25 September 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang tentang Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Dipindai dengan CamScanner



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2017 Nomor 6).
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

BatanglNomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor .....).

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/92
Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.

Pembagian Tugas sebagaimana diktum Menetapkan

‘ dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan

wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang yang merupakan satu kesatuan
Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa
Jabatan Tahun 2019 — 2024 sebagai berikut :

1. Sdr. H. MAULANA YUSUP, S.IP.

Ketua DPRD, Penanggungjawab seluruh kegiatan DPRD,
memimpin Rapat Paripurna DPRD, Rapat Pimpinan DPRD,
Rapat Konsultasi dan sebagai Koordinator kegiatan-
kegiatan Komisi A dan Sekretariat DPRD.

2. Sdri. Hj. JUNAENAH.

Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Gabungan Komisi dan
sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi B.

3. Sdr. H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.

Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Badan Musyawarah
dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi C.

4. Sdr. H. NUR FAIZIN, S. Ag.

Wakil Ketua DPRD, memimpin Rapat Badan Anggaran dan
sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi C.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 1 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,

&

S

H. MAULANA YUSUP
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